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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1(satu) tahun. Undang-
undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam

Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis
yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka
menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan
yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk
menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan
OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian

program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja
OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan
rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim
penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda
kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan

awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang

dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD
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dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan

fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi

pelaksanaan Renja OPD tahuntahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra

OPD.

Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala

OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun

program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8
tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.;

UU No0.32/2004 tentang Pemerintah daerah ;

UU.No0.24/2007 tentang penanggulangan bencana ;

10) PP No0.39 /2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renbang

11)PP No. 21 /2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;



12) Permendagri No.27 /2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam Penanggulangan
Bencana ;

13) Permendagri No.27 /2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam Penanggulangan
Bencana;

14) Permendagri No.33 / 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;

15) Permendagri No.33 / 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

16) Permendagri No0.38 /2008 tentang Penerimaan Pemberian Bantuan Luar Negeri;

17) Permendagri No.46 /2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penggulangan Bencana Daerah;

18) Permendagri No.57 /2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

19) Permendagri No.66 / 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 108/2000 tentang tata cara pertanggung
jawaban Kepala Daerah;

21) Peraturan Presiden  No 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2004-2009;

22) Instruksi  Presiden Republik Indonesia No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

23)Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050/2020/SJ/2005 tentang Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

24) Perda Kota Semarang No0.13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
bencana Kota semarang;

25) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi
Tata Kerja BPBD Kota Semarang;

26) Instruksi  Walikota Semarang No 184.5/19/2003 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

27) Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010
Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang;

28) Perwal No 11 tahun 2009 tentang Prosedur tetap Tata cara Penanggulangan Bencana
kebakaran dan bencana lainnya dikota Semarang.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renja BPBD adalah:

1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun

perencanaan strategis.



2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota

Semarang.
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BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD ahun lalu dan Capaian Renstra BPBD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kota
Semarang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah ( BPBD ) Kota Semarang , sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang
lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra BPBD)
adalah :

Tabel 2.1
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

NO k egiatan Realisasi

UL

Tabel.2.1




Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan (%)
2 11

PROGAM EX. RUTIN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 96.79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.43
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.67
Penyediaan jasa kebersihan kantor 99.47
Penyediaan Alat Tulis Kantor 94.78
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 93.05
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 99.08
Penyediaan bahan logistik kantor 99.84
Penyediaan Makanan dan Minuman 88.38
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 99.62
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 86.98
Penyediaan jasa pengamanan 99.98
Kegiatan penyediaan publikasi dan dokumentasi 99.47
Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 95.82
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.96
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 98.76
Pengadaan peralatan gedung kantor 95.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 99.78
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 99.73
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 65.69
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 97.60
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Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 9999
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 92.95
Penyusunan Ikpj skpd 100.00
Penyusunan lakip 100.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 100.00
SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100.00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100.00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 100.00
Penyusunan Renja 100.00
Penyusunan RKA dan DPA murni 99.98
Penyusunan RKA dan DPA perubahan 99.98
PROGAM EX. PEMBANGUNAN

Program Penangan Bencana 98.98
Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana 100.00
Pemeliharaan sarana dan prasarana bidang kebencanaan 100.00
Penyediaan logistik, obat-obatan dan bantuan korban bencana 98.39
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Tanggap Darurat 100.00
Pusat pengendalian operasi 99.10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 95.49
Pemetaan rawan bencana 93.78
Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas (prb bk) 100.00
Forum prb 66.66
Kelurahan Siaga Bencana 98.46
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana 85.66
Peningkatan Sumberdaya Manusia KSB 98.57
Peringatan Dini/ EWS 99.95
Pelatihan sdm rescue 64.16




Sinergitas pembangunan kelembagaan bencana 77.35

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana 99.64

Fasilitasi pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi dampak bencana 100.00

Pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana 100.00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bencana 99.25

Pemulihan kembali prasarana dan sarana infrastruktur akibat bencana 98.90

Pemberdayaan Mastyarakat Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi | 100.00

Pengelolaan Bantuan Korban Bencana 99.21

Sumber: LKPJ BPBD Kota Semarang 2018

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah memenuhi/ sesuai dengan target kinerja. Hal ini
dikarenakan pelaksanaan/ realisasinya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya dan terpenuhinya target, berdasarkan data
tersebut di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran kegiatan tahun 2019 sudah berjalan
dengan baik sebesar 96.79 %.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2019 yang secara umum
disusun sebagai media akuntanbilitas, berisikan informasi-informasi bagi pengelolaan
(managemen) kegiatan - kegiatan serta program — program pembangunan yang dilakukan dan
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam Tahun
Anggaran 2019. dan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja terhadap Kegiatan, Program dan
Kebijakan serta pembobotan, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan

Penanggulangan Bencan Daerah Kota Semarang Tahun 2019 dikategorikan Sangat Baik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kota Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang merupakan salah satu
perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang penjabaran  Tugas dan

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
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Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan

¢c. Unsur Pelaksana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab kepada Walikota, secara

ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Unsur
Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana secara terintregrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana daerah;
Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

Pengkomandoan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

a c w0 N e

Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan,

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah;

7. Pengelolaan Kesekretariatan Unsur Pelaksana; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menurut

Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011 komposisinya sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2) Sub Bagian Keuangan;dan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
1) Seksi Pencegahan; dan
2) Seksi Kesiapsiagaan.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
1) Seksi Kedaruratan; dan
2) Seksi Logistik.



e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
1) Seksi Rehabilitasi
2) Seksi Rekonstruksi.

f. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing komposisi diatas adalah sebagai berikut:

a.

Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, memimpin,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan
mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang
Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekteraris mempunyai fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi,
keuangan serta umum dan kepegawaian;

Penyusunan rencana program di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum
dan kepegawaian;

Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program
Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik
serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPBD;

Penyusunan laporan kinerja BPBD;

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
Kesekretariatan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan, Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan Kinerja
Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik

serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
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10) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan Realisasi Anggaran
Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik
serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

11) Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;

12) Pelaksanaan penyelenggaraaan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

13) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepala Walikota setiap sebulan
sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

14) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan
bencana;

15) Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;

16) Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;

17) Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat;

18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan
dibidang perencanaan dan evaluasi;

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan

evaluasi;
d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD;
e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD;
f.  Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum BPBD;
g. Menyiapkan bahan monitoring dan evalusi BPBD;
h. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang perencanaan

dan evaluasi;

i. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian
dibidang perencanaan dan evaluasi;

j.  Menyiapkan bahan monitoring, evalusi dan pelaporan dibidang perencanaan
dan evaluasi;

k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan

dan Evaluasi;
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Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan

Evaluasi;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a.
b.

o o

o Q@ o

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
keuangan;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
Menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran BPBD;

Menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan Anggaran BPBD;

Menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;

Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Keuangan;

Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran BPBD,;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;

Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian
di bidang keuangan;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian

Keuangan;

. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
umum dan kepegawaian;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan
kepegawaian;

Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas,
dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;

Menyiapkan  bahan  pelaksanaan  pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan
sarana prasarana kantor;

Menyiapkan bahan dan menghimpun Peraturan Perundangan bidang umum dan
kepegawaian;

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
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h. Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

i. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;

J.  Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;

k. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian
di bidang umum dan kepegawaian;

I.  Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan
kepegawaian;

m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;

n. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bidang Pencegahan dan  Kesiapsiagaan mempunyai  tugas  merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
Pelaksanaan pendataan,pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana ;

Pembuatan rencana aksi daerah;

Pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana ;

Pelaksanaan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana;
Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana ;

Penyusunan peta resiko bencana;

10) Pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana ;

11) Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan di bidang penanganan bencana ;

12) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu ;

13) Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana ;

14) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana ;

15) Perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi

yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;
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16) Pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang Dberkaitan dengan bidang tugas
pencegahan bencana;

17) Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, metigasi dan pemantauan;

18) Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk
memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescuer);

19) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

20) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan
dan kesiapsiagaan;

21) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan;

22) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan dan
Kesiapsiagaan;

23) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan Kkinerja program Seksi Pencegahan dan
Kesiapsiagaan;

24) Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai dua seksi. Dimana Seksi dipimpin

oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan;

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
Pencegahan;

c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan;

d) Menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya
atau ancaman bencana;

e) Menyiapkan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan
sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber
bahaya bencana;

f) Menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau
berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;

g) Menyiapkan bahan penguatan ketahanan sosial masyarakat;

h) Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah
rawan bencana (sekaligus sebagai bahan masukan penataan ruang dan pengelolaan
lingkungan hidup);

i) Menyiapkan bahan penyusunan peta resiko bencana;

j) Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
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k)

Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang
penanganan bencana;

Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana;
Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis
penanganan bencana;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui
pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana;

Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan
bencana terpadu;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Pencegahan;
Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang Pencegahan;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan Kkinerja program Seksi Pencegahan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan seai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas.

a)
b)

c)
d)
€)
f)

9)

h)

)

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesiapsiagaan;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
Kesiapsiagaan;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kesiapsiagaan;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi daerah;

Menyiapkan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan bencana;

Menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan
dini;

Menyiapkan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar;

Menyiapkan bahan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang
mekanisme tanggap darurat;

Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;

Menyiapkan bahan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur

tetap tanggap darurat bencana;
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k) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan
peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

I) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan
bencana ;

m) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber
daya penanganan bencana ;

n) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa
data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;

0) Menyiapkan bahan pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan
bidang tugas pencegahan bencana;

p) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;

g) Menyiapkan bahan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun
potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan
bencana (Rescuer);

r) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Kesiapsiagaan;

s) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang Kesiapsiagaan;

t) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesiapsiagaan;

u) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kesiapsiagaan;

v) Menyiapkan bahan penyusunan laporan Kkinerja program Seksi Kesiapsiagaan;

w) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, memimpin,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang

Kedaruratan dan Bidang Logistik, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan

dan Logistik mempunyai fungsi:

a)

b)

c)
d)
€)
f)

Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan
logistik;

Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kedaruratan dan
logistik;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
Pengkoordinasian pembentukan tim kaji cepat;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana;

Pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat

penanganan bencana;
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9)

h)

j)

K)

m)

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan
bencana

Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang kedaruratan dan logistik;
Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang kedaruratan dan logistik;

Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan
logistik;

Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi kedaruratan dan
logistik;

Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi kedaruratan dan
logistik;

Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai dua seksi. Dimana seksi dipimpin oleh Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :.

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

)

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
Kedaruratan;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kedaruratan;
Menyiapkan bahan aksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan, dan sumber daya;

Menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana;

Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana;

Menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar;

Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian
bencana;

Menyiapkan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan
bencana;

Menyiapkan bahan peralatan evakuasi bencana;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan
tempat evakuasi;
Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Kedaruratan;
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Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang Kedaruratan;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kedaruratan;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kedaruratan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan

Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Logistik mempunyai tugas :

a)
b)

c)
d)

€)

9)

h)

)
K)

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
Logistik;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Logistik;
Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana
tanggap darurat penanganan bencana;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan
bencana;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Logistik;

Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang Logistik;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Logistik;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Logistik;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan

Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, memimpin,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang

Rehabilitasi dan Bidang Rekonstruksi, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi

dan Rekontruksi mempunyai fungsi :

a)

b)

c)
d)

€)

Penyusunan bahan perumusan Kkebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi;

Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
Pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan
bencana.

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan—kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada

masyarakat korban bencana.
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f)

9)

h)

)
k)

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan
sarana umum akibat bencana.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi
terkait.

Pelaksanaan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang
bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana.
Pelaksanaan penghimpunan pertisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat,
dunia usaha dan masyarakat;

Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi;

m) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi dan

n)

0)

Rekonstruksi;
Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi;
Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyi dua seksi. Seksi dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

a)
b)

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
Rehabilitasi;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi;
Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana;
Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;
Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan;

Menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan;

m) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik;
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Menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan
bencana;

Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan—kebutuhan dalam pemberian bantuan
kepada masyarkat korban bencana;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan,
prasarana dan sarana umum akibat bencana;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Rehabilitasi;
Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang Rehabilitasi;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

a)
b)

c)
d)

€)
f)

9)

h)

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rekonstruksi;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
Rekonstruksi;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rekonstruksi;
Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat;

Menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

Menyiapkan bahan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;

Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;
Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi
terkait;

Menyiapkan bahan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang
bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
Menyiapkan bahan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi
masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Rekonstruksi;

20



Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang Rekonstruksi;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rekonstruksi;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rekonstruksi;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan Kkinerja program Seksi Rekonstruksi;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
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2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011 komposisinya sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH
|
KEPALA PELAKSANA
KALAKHAR BPBD

SEKRETARIS BPBD

KEIOMNDKS
Jagatan fuisional ' '@Immn 2
5 e hasubbag &
Kaslibbag Keliangan]

BIDANG

PENCEGAHAN 8 KESIAPSIAGAAN

BIDANG
KEDARURATAN &1'OGISTIK

Kasi Pencegahan

Kasi Kedaruratan

Kasi Kesiapsiagaan

Kasi Logistik

BIDANG
REHABILITAS] 8 REKONSTRUKS]

Kasi Rehabilitasi

Kasi Rekonstruksi

Dengan susunan kepegawaian BPBD sebagaimana yang dikemukakan dalam struktur

organisasi yaitu:

1) Kepala Pelaksana;

2) Sekretaris
a. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
b. Kasubag Keuangan
c. Kasubag Umum dan Kepegawaian

3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Kepala Seksi Pencegahan
b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
4) Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik
a. Kepala Seksi Kedaruratan
b. Kepala Seksi Logistik

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Kepala Seksi Rehabilitasi

b. Kepala Seksi Rekonstruksi
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6) Kelompok Jabatan Fungsional

2.2.1 Sumber Daya BPBD
I.  Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah organisasi sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat
penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. SDM Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah asset bagi organisasi yang harus
dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

a. Jumlah Pegawai
Menurut data kepagawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah sebanyak 50 orang, dan 1 orang non ASN dapat
dilihat berdasar Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2017 seperti pada tabel dibawah

ini:
Tabel 2.2.1a
Komposisi Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Semarang berdasar Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2020.
GOL / RUANG ( Orang) STRATA PENDIDIKAN (Orang )
NO ESELON | v |m| n | 1 |[NON | gplsmMp|smMa |D3/ | s1 s2
GOL. oM
IIb 1 1
llla
b 4 3 1
IVa 2 | 7 7 2
Non Eselon 9| 27 1 29 6
Non ASN 35

b. Pejabat Struktural dan Fungsional
Sampai dengan Tahun 2017 untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang terdapat Jabatan Struktural
sebanyak 14 Jabatan Struktural terdiri dari :
1. Jabatan struktural eselon Il/b sebanyak 1 orang

2. Jabatan struktural eselon I11/b sebanyak 4 orang
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3. Jabatan struktural eselon IVV/a sebanyak 6 orang

c. Diklat Penunjang

URIAN
NO JUMLAH
Diklat Kepemimpinan
1 PIM 11 1
2 PIM III 4
3 PIM IV 9
Il.  Sumber Daya Aset/ Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Semarang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2.1b

Data Sarana & Prasarana BPBD Kota Semarang

N e e Jumlah dan Kondisi Jumlah dan Kondisi
0 okasi Kendaraan
Roda 2 Roda 4
1 | Sekretariat 10 2
2 | Bidang Pencegahan dan 2 1
Kesiapsiagaan
3 | Bidang Kedaruratan dan 2 1
Looistik
4 | Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi 2 1
Kebencanaan 5 8

Data Perlengkapan Kantor ( Sumber LKPJ 2019 )

No Nama Barang Jumlah
1 | Meja 61
2 | Kursi 79
3 | Komputer 25
4 | Laptop 22
5 | Cabinet 13
6 | Air Conditioner (AC) 29
7 | Printer 18
8 | Camera 23
9 | TV 22
10  LCD 2
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2.2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang belum lama berdiri, BPBD Kota Semarang dituntut untuk
terus berkarya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari
terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran OPD lain yang sudah ada. Dengan demikian,
diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan
bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator
penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen  penanggulangan
bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan
tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan
setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Semarang , antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2
Indikator Kinerja Pelayanan BPBD Kota Semarang Tahun 2010 s/d 2015

pendukung Penanggulangan

11
Bencana Alam (uraikan nama alatnya
serta kondisinya)

TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 ‘ TH 2014 TH 2015
| NDI KATOR KI NERJA sa TAR CAP TAR | CAP | TAR | CAP | TAR | CAP | TAR | CAP | TAR | CAP
1 Prosentanse Peningkatan % = = 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Masyarakat Sadar Bencana
2 Persentase luas wilayah Kota % - - - - 30 30 30 30 32,76 132,76 32,76 | 32,76
Semarang yang rawan bencana
3 Peta Rawan Bencana % > - = = 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 Kelurahan Sadar Bencana % - - - - 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 Anggota Masyarakat yang menjadi orang - - 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
anggota SAR
6 Kegiatan antisipasi dini terjadinya kegiatan| - - - - 7 7 7 7 13 13 8 8
bencana alam
7 Jumlah pelatihan / simulasi bencana | kali - - 4 4 4 4 4 4 8 8 17 17
yang diadakan
8 Jenis, lokasi dan jumlah kejadian kejadian| - - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
bencana alam yang terjadi (per
9 Jumlah korban bencana alam yang | orang - - 10 10 31 31 67 67 7 7 2 2
terjadi
Jumlah perkiraan kerugian yang diderita
akibat bencana alam .
10 rupiah | - - |t4440|24440 £ t t + + + + +
(dirinci tiap kejadian bencana) 3.012,1 | 3.012,1 | 4.417,9 | 4.417,9| 2.179,9 | 2.179,9 | 2.338,9 | 2.338,9
Peningkatan sarana dan Prasaran unit = - |100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
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Persentase korban bencana dalam
satu tahun yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap darurat
12 - Jumlah korban bencana dalam satu
tahun yang menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase korban bencana yang
dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap daruraf
lengkap dalam
13 satu tahun
- Jumlah korban bencana yang
dievakuasi dalam satu tahun

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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ANGGARAN BPBD TAHUN 2010 - 2016

Rp§6,000,000,000

Rp5,000,000,000

Rp4,000,000,000

Rp3,000,000,000

PAGU REALISASI PAGU S/ ‘ REALISASI
TAHUN 2010 TAHUN 2011
Rp- Rp- )3,831,846,000 Rp3.0

067,916 | Rp5,315,8

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan n Tahun ke- Rata-rata
Petumbuhan
PROGRAM
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |Anggaran Realisasi
(6] @ ® @) ®) (6) ] @®) 9) (10) (11 (12) (13) (14) (15) (16) an (18) (19 (20) 1)
BADAN PENANGGULANGAN -43% 51%
BENCANA DAERAH

Rp 93,741,846 | Rp 3,417,724| Rp 4,160,727 Rp 5847,095 | Rp 5,162,540 | Rp 5,315887 |Rp 3,072,152 | Rp 3,107,913 | Rp 3,857,024 | Rp 4,900,959 Rp 4,823,068 | Rp 4,858,371 3.28| 90.94 92.70 83.82| 9342 91.39

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Rp 1,161,400 | Rp 1,302,187 | Rp 996,619 | Rp 1,205,303 | Rp 1,444,949 | Rp 1,267,428 | Rp 560,286 | Rp 1,114,574 | Rp 957,782 | Rp 1,007,573 | Rp 1,315,484 | Rp 1,189,110 48.24| 85.59 96.10 8359| 91.04 93.82

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Rp 1766392 | Rp  517,232|Rp 784,050 |Rp 1201480 |Rp 645093 | Rp 544595 |Rp 1,685875|Rp 491018 |Rp 678197 |Rp 1043222 |Rp 598,789 |Rp 453967 | 9544 9493| 8650| 8683 92.82| 83.36
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90,000,000

Rp 39,537 | Rp 48,109 | Rp 5,855 Rp 1334000 Rp  181,429| Rp

Rp 72,331
Rp 7,000

Rp

100,465 177,071

595,637 | Rp 2,939,098

2,320,203 Rp

1,468,196 | Rp

Rp 3,322,435
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2.3 Isu — isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi BPBD

2.3.1 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Semarang dan tantangan kebencanaan
dimasa datang yang akan semakin kompleks. maka dianalisis faktor - faktor yang dianggap
dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang
berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Internal Eksternal
( +) Kekuatan (+) Peluang
1. Sruktur Organsasi Lengkap 1. Peraturan Perundangan
danKomperhensif undangan mengenai
penanggulangan bencana
2. Fasilitas dan sarana
telekomunikasi yang memadai 2. Adanya Organisasi Sosial dan

pencinta alam serta pemerhati

3. Sinergitas atas sektor terkait
bencana

3. Partisipasi Masyarakat dan
Instansi terkait penanggulangan

bencana

(-) Kelemahan (-) Ancaman

1. Kurangnya pemahaman masyarakat | 1. Keberadaan dataran tinggi di Kota
terhadap penanggulangan bencana Semarang dan area ROB yang tidak
dapat diprediksi untuk Kkejadian

2. Kurangnya Kompetensi SDM bencananya.

2. Belum optimalnya Hardware dan

3. Luas Cakupan daerah terdampak software teknologi kebencanaan
bencana di 16 Kecamatan Minimnya sumber dana dan sarana
3.
pendukung operasional
4. Koordinasi antar lembaga belum Kepedulian Sebagian masyarakat
terpadu. 4. yang masih rendah terhadap

kebencanaan dan  kelestarian
5. Standarisasi Penanggulangan Bencana lingkungan hidup.

dan bantuan perlu ada.
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6. Kurangnya sarana dan prasarana

penunjang.

7. SOP belum Ilengkap dan belum

terdokumentasi

8. Sarana prasarana kebencanaan belum

memadai

Melihat  faktor-faktor yang  diidentifikasi di atas, maka, dapat ditetapkan
tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya :

1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global

warming).

2. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.

3. Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu.

4. Masih  terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan
penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis, Rescue KIT, gudang logistik dan
alat serta penunjang lainnya.

5. Memasukkan isu kebencanaan pada dokumen RPJMD.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat
berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai  kunci keberhasilan dalam rangka
pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan

2. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana

3. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih
efektif

4. Kepedulian lintas sektor dan OPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-
program kebencanaan.

Berdasarkan uraian faktor kunci keberhasilan di atas, maka ditetapkan tujuan dimana

merupakan keadaan dari hasil akhir yang ingin dicapai selama jangka 5 (lima) tahun kedepan.
Setiap tujuan ditetapkan sasaran sebagai arah dan tolok ukur dari tujuan-tujuan agar dapat

menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai. Lebih lanjut mengenai Visi,
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Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan dipresentasikan pada Bab

berikutnya.

2.3.2 lsu-isu Stategis

a)

b)

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Semarang dalam melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintregrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap
darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat
yang makin cerdas, Kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan
pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus ditindaklanjuti.
Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kota Semarang yang
mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah
sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang
bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance.

BPBD Kota Semarang memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kota
Semarang diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai
bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi
pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi ekternal dibanding internal,
khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah
maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Permasalahan lain yang terdapat dalam RPJMD Kota Semarang menjadi perhatian
adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang
merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

d) Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum Optimalnya
Pembangunan tata ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar antara lain :
Permasalahan Akar Masalah
Belum optimalnya ketangguhan Masih kurangnya sistem peringatan dini
bencana bencana

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kota

Semarang, diuraikan dalam analisa faktor- faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi

eksternal sebagai berikut :

Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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No Standar Faktor Yang Mempengaruhi
Yang Internal Eksternal
Aspek Kondisi nternd sterna Permasalahan
Digunakan
Kajian Saat Ini Yang Dihadapi
Tersedia
Peraturan Daerah
Dibutuhkannya
dan Peraturan
. . landasan hukum bagi
1. | Yuridis Walikota UU No. 24 & Meningkatnya Belum adanya rencana
aparatur dalam
Dalam Hal Tahun 2007, kebutuhan penanggulangan
penanganan
Pembentukan PP No. 21 masyarakat terhadap | bencana dan rencana
L. penanggulangan
Organisasi BPBD | Tahun 2008 penanganan bencana | kontijensi sesuai jenis
bencana dalam
dan secara cepat dan bencana
berbagai jenis situasi
Penyelenggaraan komprehensif
Bencana Kota yang terjadi di lapangan
secara lintas sektor
Semarang
2. Kurang Penanganan Aparatur yang ada
i belum memiliki
Sumber Kurangnya UU No 5§ optimalnya bencana yang . "
elaksanaan sustainable memerlukan | Kompetensi dan
Daya kapasitas dan Tahun 2014 P i ) _ .
. . kegiatan sebagai SDM yang kompeten | jumlah yang memadai
Manusia kuantitas
akibat & dalam jumlah yang
aparatur pada ) )
kurangnya kompetensi memadai
BPBD
dan kuantitas SDM
Belum optimalnya
anggaran untuk .
3. | Sumber 99 UU No. 24 | Belum terlaksananya Penanganan bencana Kurang optimalnya
enanganan .
Dana penang Tahun 2007 beberapa rencana yang komprehensif pelaksanaan tugas dan
prabencana, Pasal 8 huruf kegiatan disebabkan memerlukan sumber fungsi
tanggap darurat, .
ggep d kurangnya anggaran dana yang memadai
dan pascabencana
Belum
tersedianya
sarana  dan
4. | Saranadan | pra  sarana UU No. 24 | Kebutuhan akan Tuntutan masyarakat | Kurangnya sarana dan
Prasarana yang memadai tahun 2007 Sarana prasarana yang | akan penanganan prasarana untuk
untuk memadai untuk bencana yang cepat melaksanakan tugas
pelaksanaan pelaksanaan tugas dan dan tepat dan fungs secara
tugas dan fungsi optimal
fungsi
5.
Pengura- Belum adanya PP No. 21 Dibutuhkan kesepakatan | Belum adanya Belum  adanya
ngan risiko | kesepahaman tahun 2008 dengan stakeholder kesepahaman Rencana Aksi
bencana antar lain dalam antar stakeholder untuk| Daerah  (RAD) untuk
(mitigasi stakeholder melaksanakan langkah melaksanakan upaya Pengurangan Resiko
bencana) untuk pengurangan resiko pengurangan resiko Bencana

melakukan aksi
bersama dalam
pengurangan

resiko bencana

bencana secara efektif

bencana
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Kajian Belum PP No. 21 Belum terjalinnya Masyarakat dan dunia Belum adanya kajian
Risiko fokusnya tahun 2008 langkah - usaha belum cukup atas risiko bencana dan
Bencana penanganan langkah penanggulangan | peduli akan potensi pemetaannya
bencana bencana yangterpadu | bencana yang
terhadap dalam menghadapi mungkin
potensi potensi bencana terjadi
bencana yang
akan terjadi
Partisipasi Partisipasi UU No. 24 Belum Adanya peraturan Belum terbentuknya
masyarak masyarakat tahun 2007, | terjalinnya koordinasi perundangan yang Kelurahan Tangguh
at dalam dalam PP No. 21 | yangoptimal antara meminta  untuk Bencana
penanggul pencegahan dan tahun 2008, | BPBD dengan unsur melembagakan
angan penanganan Perka masyarakat dalam partisipasi masyarakat
bencana bencana belum BNPB penanganan bencana dalam penanganan
terlembaga No. 1 tahun bencana
dengan optimal 2012, Perka
BNPB No.
11 tahun
2014
Penangan Penanganan UU no. 24 Personil BPBD Dibutuhkan Belum optimalnya
an tanggap tanggap darurat tahun 2007 yang ada tidak | penanganan tanggap satgas / tim reaksi
darurat belum optimal & PP No. 21 mencukupi darurat secara cepat cepat
bencana tahun 2008 untuk  secara cepat dan akurat penanggulangan
menangani tanggap bencana
darurat bencana
Rehabilita Rehabilitasi dan UU no. 24 Anggaran  dan personil | Meningkatnya tuntutan | Belum optimalnya
si dan | Rekonstruksi tahun 2007 serta akan ganti ketersediaan
Rekonstru pasca bencana & PP No. 21 kerjasama dengan kerugian dari | anggaran,
ksi belum optimal tahun 2008 stakeholder lain masyarakat akibat | personil dan
pas belum memadai kejadian alam kerjasama dengan
ca bencana stakeholder lain
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2014-2019 (terutama Program Nawa Cita dari Presiden),
RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2013-2018, sesuai dengan milestone ketiga pada RPJPD Kota
Semarang Tahun 2005-2025, kondisi masyarakat Kota Semarang saat ini, permasalahan dan
tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan perhitungan faktor strategi dan potensi yang
dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah maka dalam
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi
Pembangunan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

“ Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat menuju Masyarakat Semakin

Sejahtera.”
Adapun Misi pembangunan Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan
publik.
Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha

yang kondusif.

Makna mendasar misi tersebut utamanya adalah untuk membuat masyarakat semakin
sejahtera, secara singkat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik,
pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan di daerah.

Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut agar lebih mudah dioperasionalkan,

maka dilakukan dengan mengembangkan  semangat kegotongroyongan dengan slogan:

"Bergerak Bersama Membangun Semarang''

Makna slogan tersebut adalah:

Bergerak Bersama Membangun Semarang (BBM Semarang) diartikan satu sikap yang
terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaganya dalam
rangka membangun kotanya. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan  kesadaran dan
kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap
kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan
kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Mengacu pada visi misi Walikota dan Wakil Walikota, BPBD Kota Semarang mendukung
misi ketiga yaitu Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan,
adapun tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan kota tangguh, produktif dan

berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan
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pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang tahun 2016-2021, serta progam dan
kegiatan yang mendukungnya.

BPBD Kota Semarang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan
pelindungan masyarakat yang mencakup perlindungan masyarakat terhadap bencana mulai dari
tahap prabencana, masa tanggap darurat, sampai pada pascabencana sehingga langkah-langkah
yang akan dilakukan oleh BPBD Kota Semarang untuk melindungi korban bencana akan dimulai
dari proses pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana) dengan melibatkan segenap
stakeholder penanggulangan bencana di Kota Semarang sebagai langkah untuk pencegahan
bencana dan juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Setelah upaya-
upaya mitigasi bencana secara optimal dilakukan maka selanjutnya adalah melindungi korban
bencana saat terjadi bencana melalui langkah-langkah penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan
kebutuhan logistik dari korban bencana. Selanjutnya perlindungan terhadap korban bencana
dilanjutkan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana prasaranayang
rusak akibat bencana sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat kembali berjalan
dengan normal.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota
Semarang dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan melalui visi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 dalam pencapaian tujuan

pembangunan Kota Semarang.
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BAB Il

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Berdasarkan rancangan Renstra BNPB tahun 2015 — 2020 diketahui bahwa visi
BNPB adalah sebagai berikut:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025 vyaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada

masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat,

meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana,

serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu

mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi BNPB tahun 2015 — 2020 yaitu

sebagai berikut :

1.

Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam
pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;

Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien
melalui  optimalisasi dan  mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana
nasional;

Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana
melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik  dari  sebelum terjadi
bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi
pengurangan risiko bencana;

Menyelenggarakan  dukungan dan tata kelola logistik  dan peralatan
penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan
penanganan darurat secara optimal;

Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara
transparan dengan menerapkan prinsip good governance;

Menyelenggarakan ~ pemeriksaan dan  pengawasan  secara profesional dan
berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana;
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7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal

melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan
strategis penanggulangan bencana;

Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara
real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan

yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan
2015 — 2020 adalah:

1.

Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud
pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan
kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan
bencana yang terpadu;

Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;

Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk
mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum
kejadian bencana;

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan
penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk
kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara
cepat pada saat penanganan darurat;

Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis
lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan
bencana;

Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel;
Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam
mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman
bencana;

Meningkatkan kualitas data dan informasi  penanggulangan bencana yang
terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan

bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

yang akan dicapai meliputi:

1.

Terwujudnya Kkesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta

masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana
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peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana;

Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome- nya:
meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save
more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan
fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;

Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan
outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana,
yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;

Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai
dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya:
Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang
memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
Meningkatnya dukungan manajemen  dan dukungan pelaksanaan tugas teknis
lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan
bencana dengan outcome-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran,
produk hukum dan perundang — undangan, tata kelola administrasi dan  keuangan,
sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan
bencana;

Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien,
transpan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas pengendalian,
pengawasan dan pemeriksanaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di lingkup BNPB;

Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya
kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan
penanggulangan bencana dengan outcome- nya: terwujudnya data dan informasi

kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Mencermati visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB tahun 2015— 2020 di atas

terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu utama yaitu:

1.

2
3
4.
5
6

Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;

Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;

Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;

Good governance;

Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.
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Enam point tersebut akan menjadi titik fokus dalam penyusunan program dan kegiatan
BPBD Kota Semarang selama periode 2016-2021 sesuai periode Rencana Strategis yang
disusun ini sehingga Renstra dari BPBD Kota Semarang dapat selaras dengan Renstra BNPB.
Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dapat
terwujud dalam satu benang merah untuk menciptakan kesinambungan program pembangunan

antara pusat dan daerah.

3.1.2 Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

a.  Visi

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, BPBD
Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan,
yaitu :

“Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”

Tangguh bencana adalah kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman
bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika
terkena bencana. Masyarakat yang tangguh dalam penananggulangan bencana berarti masyarakat
yang mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengenali ancaman bahaya, beradaptasi,
serta mampu mengorganisasikan sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi potensi ancaman
bencana, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana serta
memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan dan membangun
kehidupannya menjadi normal kembali.

b.  Misi

Kesiapan dalam menghadapi potensi bencana dan ketangguhan dalam penanggulangan
bencana, serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya sangat
diperlukan, untuk itu Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah di rumuskan sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal;

2. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana;

3. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;

4. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB;
5. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
c. Tujuan

1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

3. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sarpras yang handal dalam

penanggulangan bencana;

4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
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5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6. Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku
kepentingan penanggulangan bencana;
7. Mengembangkan dan membangun basis data dan informasi bencana kepada
seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana Jawa Tengah dan nasional.
d.  Sasaran

1. Tersusunnya Peraturan Gubernur/daerah tentang :

a. status dan tingkat bencana

b. daerah rawan bencana

c. tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi akibat bencana
d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

e. tata cara penggunaan dana siap pakai PB

f. tata cara pengelolaan bantuan bencana

g. Jumlah Pembentukan BPBD Kab/Kota dengan Perda
2. Tersusunnya Dokumen penyelenggaraan PB Jawa Tengah

a. Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana

b. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintaswilayah
c. Tersusunnya system manajemen logistik PB
d. Tersusunnya system manajemen peralatan PB
e. Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jawa Tengah
3. Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam
dokumen rencana pembangunan daerah
Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana
Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa Tengah

N o g s

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan

mengantisipasi ancaman bahaya

o

terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB
9. Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha,
dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana
10. Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng
terkini
11. Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan local
Berdasarkan sasaran-sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa BPPD Jawa Tengah
memprioritaskan pada dua point besar yang penting yaitu :

a. Penyusunan peraturan yang memadai untuk penyelenggaraan PB
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b. Penguatan integrasi dan sinergi PB dengan dokumen dan pihak terkait.

3.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis
Berdasarkan Rencana Tata ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 — 2031 terdapat
hal sebagai berikut :
A. Rencana Jalur Evakuasi Bencana
Jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur
pelarian dari bencana alam menuju ruang evakuasi.
1. Rencana jalur evakuasi meliputi :
e Rencana jalur evakuasi bencana banjir
e Rencana jalur evakuasi bencana tanah longsor
e Rencana jalur evakuasi bencana angin topan
2. Rencana ruang evakuasi bencana
B. Kawasan Lindung
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana meliputi :
e kawasan rawan bencana rob
e kawasan rawan abrasi
¢ kawasan rawan bencana banjir
e kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor

e kawasan rawan bencana angin topan

3.1.4 Penentuan Isu — Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di
tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang
menjadi isu strategis bagi BPBD Kota Semarang, yaitu:

1. Penyusunan kajian—kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana
dan penanggulangan bencana;

2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
di Kota Semarang untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap
prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

3. Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk
mengurangi risiko bencana di lingkungannya;

4. Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara
cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;

5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
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6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan

produk—produk hukum perencanaan pembangunan;

Isu — isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kota Semarang dalam
menyusun  Rencana Strategis sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga
program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk — produk perencanaan pembangunan dari

pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertical.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Semarang

Setelah dalam pembahasan sebelumnya telah diidentifikasi mengenai permasalahan
yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kota Semarang dan kajian produk—produk
hukum perencanaan baik ditingkat pusat maupun daerah yang menjadi acuan dalam
alur perencanaan penanggulangan bencana, serta isu—isu strategis yang menjadi pokok
perhatian dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dari BPBD Kota Semarang,
maka selanjutnya berdasarkan analisis tersebut dengan tetap bertitik tolak pada tugas dan fungsi
BPBD Kota Semarang sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, akan
dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan dari BPBD Kota
Semarang untuk kurun waktu 2016— 2021.

Untuk mewujudkan visi dan misi pada RPIMD Kota Semarang 2016 -2021, BPBD Kota
Semarang menetapkan tujuan yang telah diselaraskan dengan tujuan daerah yang tertuang dalam
RPJMD tahun 2016-2021. Dengan demikian ada hubungan yang kuat antara tujuan daerah dalam
RPJMD dan tujuan OPD. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan visi dan
misi serta berdasarkan pada isu -isu analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan memil iki
keterkaitan dengan tujuan dalam RPJMD dan tujuan Renstra BPBD adalah sebagai berikut

Tabel 3.2a

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2016 - 2021
TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan Indikator
Tujuan

_ Indeks Resiko
Meningkatnya | Bencana Kota | 164 | 17296 | 161.92  150.88 | 139.84 | 12838

ketangguhan | semarang
bencana (berkurang
30% dalam 5
tahun)
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Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan -tindakan yang akan
dilakukan. Berdasarkan isu strategis yang ada dan melihat keterkait an dengan sasaran RPJIMD
Kota Semarang tahun 2016-2021, maka sasaran strategis BPBD Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 3. 2b
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun
2016 — 2021

Meningkatnya Jumlah
kapasitas Lembaga
mitigasi Tangguh 0 5 10 15 20 25
penanggulangan | Bencana
bencana
Rasio

Meningkatnya ~ Pénanganan
kapasitas korban 100% | 100% | 100% | 100% | 100% & 100%
adaptasi bencana
bencana

Tabe | 3.2c

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan B PBD Tahun
2016 — 2021

Indeks
Resiko
Tujuan : Bencana Persen 184 184 173 162 151 140 129 128.8
Meningkatnya | Kota
ketangguhan Semarang
bencana (berkurang
30% dalam
5 tahun)
Sasaran 1 :
Meningkatnya | Jumlah
kapasitas Lembaga Kelurahan 0 0 5 10 15 20 25 25
mitigasi Tangguh
penanggulanga | Bencana
n bencana
Sasaran 2 : Menlr?gkatkan 100% | 100% | 100%  100%  100%  100% 100%  100%
Meningkatnya = Kapasitas Persen
kapasitas adaptasi
adaptasi bencana
bencana
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3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2020

Adapun rumusan rencana program / kegiatan Perubahan BPBD tahun 2020 dapat dilihat

sebagaimana tabel dibawah
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Lampiran Tabel 3.3

Indikator Kinerja

Rencana Kerja Tahun 2020

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2021

Target

Target

Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan . . )
Program/Kegiatan Lokasi Capaian| Kebutuhan Dana/ | Capaian Kebutuhan Dana/
oKasl Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1.1.05.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.988.261.000 9.635.495.000
1.1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 5.988.261.000 9.635.495.000
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.1.05.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI|Cakupan Pelayanan Administrasi 100 % 2.437.802.000 100 % 3.790.012.000
PERKANTORAN Perkantoran
1.1.05.01.001|Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat menyurat OPD yang telah terkirim Badan 100 % 3.000.000 100 % 11.576.250
Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.01.002|Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Listrik, air dan internet telah terbayarkan  [Badan 100 % 264.600.000 100 % 347.287.500
Daya Air Dan Listrik Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.01.008|Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran jasa kebersihan kantor Badan 100 % 210.620.000 100 % 138.915.000
Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.01.010/Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan alat tulis kantor Badan 100 % 50.930.000 100 % 173.643.750
Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.01.011Penyediaan Barang  Cetakan Dan[Penyediaan barang cetakan dan Badan 100 % 40.000.000 100 % 69.457.500
Penggandaan penggandaan Penanggulangan

Bencana Daerah
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1.1.05.01.014Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Badan 100 % 92.600.000 100 % 159.752.250
Penanggulangan
Bencana Daerah

1.1.05.01.016|Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan bakar minyak Badan 100 % 340.000.000 100 % 347.287.500

Penanggulangan
Bencana Daerah

Rencana Kerja Tahun 2020

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2021

Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kmlerja Target Target
Program/Kegiatan . Capaian| Kebutuhan Dana/ | capai Kebutuhan Dana/
Lokasi paian e apaian bar
Kinerja| Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif

1.1.05.01.017|Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan Minum Rapat yang tersedia Badan 100 % 279.907.500 100 % 69.457.500
Penanggulangan
Bencana Daerah

1.1.05.01.018Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke |Rapat-rapat koordinasi keluar daerah Badan 100 % 343.823.500 100 % 983.981.250
Luar Daerah Penanggulangan
Bencana Daerah

1.1.05.01.028|Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Badan 100 % 248.250.000 100 % 785.976.208
Dalam Daerah Penanggulangan
Bencana Daerah

1.1.05.01.032|Penyediaan Jasa Pengamanan Jasa keamanan kantor Badan 100 % 200.620.000 100 % 166.698.000
Penanggulangan
Bencana Daerah

1.1.05.01.145/Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Publikasi melalui media massa Badan 100 % 36.000.000 100 % 62.511.750
Dokumentasi Penanggulangan
Bencana Daerah

1.1.05.01.154|Belanja Jasa Penunjang Administrasi Tenaga Kontrak dan Operasional Badan 100 % 327.451.000 100 % 214.160.625
Perkantoran pendukung kinerja OPD Penanggulangan
Bencana Daerah
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1.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100 % 493.250.000 100 % 612.084.000
DAN PRASARANA APARATUR Aparatur
1.1.05.02.007|Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhi Badan 100 % 75.250.000 100 % 35.000.000
Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.02.009Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi Badan 100 % 20.700.000 100 % 50.000.000
Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.02.022|Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor|Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor|Badan 100 % 60.850.000 100 % 30.000.000
Penanggulangan
Bencana Daerah
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan PI?dH;a:T?/rKKmie:jan Target Target | Kebutuhan Dana/
Kinerja| Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1.1.05.02.024 |Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Service dan penggantian sparepart Badan 100 % 180.000.000 100 % 200.000.000
Dinas / Operasional Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.02.026 |Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan |Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala [Badan 100 % 31.850.000 100 % 0
Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.02.028 |[Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan |Badan 100 % 96.650.000 100 % 25.000.000
Gedung Kantor Gedung Kantor terpenuhi Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.02.139 |Pengelolaan Web Site pengembangan aplikasi, website, dan Badan 100 % 27.950.000 100 % 30.000.000
server Penanggulangan
Benc ana Daerah
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1.1.05.06 PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan 100 % 177.475.000 100 % 229.171.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN |keuangan
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.1.05.06.005 |Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Honor PA, PPK, bendahara dan pembantu [Badan 100 % 177.475.000 100 % 161.750.000
Dan Pembantu Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.27 PROGRAM PENANGANAN BENCANA  |Persentase pemenuhan bagi korban 98 % 1.730.374.200 100 % 2.153.781.000
bencana
1.1.05.27.002 |Pengadaan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Sarana Prasarana Badan 100 % 75.760.000 100 % 707.667.720
Penanganan Bencana Kebencanan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.27.003 [Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemeliharaan Sarpras kebencanaan Badan 100 % 70.000.000 100 % 107.689.062
Bidang Kebencanaan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.27.004 |[Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan bahan pangan logistik dan obat-obatan bagiBadan 100 % 467.340.700 100 % 865.357.030
Bantuan Korban Bencana korban bencana yang tersedia Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.27.005 |Penigkatan Kapasitas Sdm Dalam Tanggap|Pelatihan skill atau kemampuan dalam/Badan 100 20.799.900| 100 persen 215.378.125
Darurat penanganan darurat bencana Penanggulangan persen
Bencana Daerah
1.1.05.27.006 |Pusat Pengendalian Operasi Pusat Pengendali Operasi seluruh Kegiatan[Badan 100 1.096.473.600( 100 persen 150.000.000
Kebencanaan yang tersedia Penanggulangan persen

Bencana Daerah
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Rencana Kerja Tahun 2020

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021

Indikator Kinerja

Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan ) Target Target
Program/Kegiatan . Capai Kebutuhan Dana/ | capai Kebutuhan Dana/
Lokasi apaian St apaian bal
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1.1.05.28 PROGRAM PENCEGAHAN DANPersentase cakupan sarana prasarana 93 % 784.295.000 100 % 743.026.000
KESIAPSIAGAAN BENCANA kesiapsiagaan bencana
Persentase fasilitasi kelompok jejaring 81 % 100 %
kebencanaan
Persentase kawasan rawan bencana yang 80 % 100 %
didukung oleh EWS
1.1.05.28.003 |Pemetaan Rawan Bencana Pembuatan Peta Resiko Bencana Badan 1 Peta 145.530.000 1 Peta 95.000.000
Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.28.004 |Pengurangan Resiko Bencana Berbasis|Pembentukan Kelurahan Tangguh Badan 10 115.230.000 10 57.400.000
Komunitas (prb Bk) Bencana ( KATANA ) dan pembentukan |Penanggulangan | kelurahan kelurahan &
sekolah madrasah aman bencana (SMAB)|Bencana Daerah  |& Sekolah Sekolah
1.1.05.28.006 |Kelurahan Siaga Bencana Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana |Badan 8 148.285.000 11 63.000.000
Di Kota Semarang Penanggulangan | Kelurahan Kelurahan
Bencana Daerah
1.1.05.28.007 |Pemantauan Dan Penyebarluasan Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan |Badan 100 % 41.280.000 100 % 100.000.000
Informasi Potensi Bencana Bencana dan Media informasi Bencana  |Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.28.008 |Peningkatan Sumberdaya Manusia Ksb Pelatihan Kesigapan Bencana di Badan 10 70.640.000 10 69.000.000
Kelurahan Siaga Bencana yang terbentuk |Penanggulangan |Kelurahan Kelurahan

Bencana Daerah
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Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana
indikator Kineri Tahun 2021
. ndikator Kinerja
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan .
g g Program/Kegiatan . Target | butuhan Dana/| 1298t Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian i Capaian L
o Pagu Indikatif S Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1.1.05.28.009 |Peringatan Dini Bencana / Ews Penyediaan Early warning system dan Badan 1 unit 251.520.000 1 unit 188.076.000
Pemeliharaan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.28.011 |Sinergitas Pembangunan Kelembagaan [sinergitas antara stakeholder terkait Badan 100% 11.810.000 100% 55.000.000
Bencana kebencanaan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.29 PROGRAM REHABILITASI DAN|Persentase cakupan pemulihan pasca 96 % 365.064.800 100 % 2.107.421.000
REKONSTRUKSI BENCANA bencana
1.1.05.29.003 |Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial |Pemberdayaan Kehidupan Sosial EkonomiBadan 100% 86.708.000 100% 115.000.000
Ekonomi Dampak Bencana Pasca Bencana yang terfasilitasi Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.29.004 |Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Peningkatan Kemampuan dalam mengkaji [Badan 100% 10.210.000 100% 128.000.000
Bencana kebutuhan pasca bencana Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.29.005 |Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dokumen monitoring evaluasi dan Badan 100% 18.620.000 100% 97.500.000
Bencana pelaporan bencana Penanggulangan
Bencana Daerah
1.1.05.29.007 |Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana|Penyelenggaraan sosialisasi serta Badan 100% 199.410.000 100% 680.000.000
Infrastruktur Akibat Bencana penyediaan bahan bangunan dalam Penanggulangan
penanganan pasca bencana yang Bencana Daerah
terencana, terkoordinir dan menyeluruh
1.1.05.29.009 |Pemberdayaan Masyarakat Penanganan |sosialisasi dan penanganan Rehabilitasi |Badan 100% 12.110.600 100% 231.421.000
Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Penanggulangan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah Bencana Daerah
diselenggarakan
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1.1.05.29.010

Pengelolaan Bantuan Korban Bencana

Bantuan Air Bersih dan pendampingan
bantuan sosial

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

100%

38.006.200

100%

320.000.000

JUMLAH

5.988.261.000

9.635.495.000
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BAB IV

PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2020 dapat tersusun. Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan
Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2020
merupakan deskripsi dan realisasi program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2019 dan
perencanaan Tahun Anggaran 2020. Hasil pencapaian berbagai indikator sasaran program dan
kegiatan pada tahun Anggaran 2019 telah diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
Rencana anggaran Badan Penanggulang an Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang
Tahun 2020.

Meskipun dalam penyusunan Renja ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang
terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan
lingkungaan baik eksternal maupun internal yang singkat cepat, kompleks dan tidak menentu.
Oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya renja ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian
dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan memberikan
kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dalam penaggulangan - penanggulangan

bencana.

Semarang, 1 Mei 2020

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Ir. A. Rudianto, M.T

52



